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Menimbang : a.

BI'PATI TATAII LIIUT,

bahwa aset daerah merupakan harta kekayaan yang
dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah, baik barang
bergerak maupun tidak bergerak yang pengelolaan dan
pemanfaatannya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
guna kepentingan Pemerintah Daerah dan Masyarakat
umum Kabupaten Tanah Laut;

bahwa untuk melaksanakan ketentukan Pasal 26 ayat (4)

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor I Tahun
2Ol3 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang
berbunyi apabila dalam perkembangannya terjadi
pembangunan dan penambahan aset daerah yang belum
tercantum dalam Peraturan Daerah, dimana dalam
pemanfaatannya dapat dijadikan obyek retribusi dan
digunakan oleh subyek retribusi maka tarif atas pemakaian
kekayaan daerah dimaksud ditetqpkan dengan Peraturan
Bupati, unruk itu di pandang perlu menetapkan tarif
Retribusi Pemakaian Alat Berat Tandem RoIIer, Rammer
dan Plate Compactor milik Dinas Pekeqiaan Umum
Kabupaten Tanab l,aut;

bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Tanah Laut tentang Tarif Pemakaian Alat Berat Tandem
Roller, Ramm.er dan Plate Compactor milik Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Tanah [,aut;

b.
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 Tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 Tentang
Pembentukan Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (L,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor Sl,Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 2a Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Taiun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O04
Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Noomor 44OO);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4
Nomor 126, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Irmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan l,€mbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
s2341;

Undang-Undalg Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbaban kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5
tentang Perubahan Kedua atas Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik

5.

6.
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Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58
Tahun 2OOS tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor
14O, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
2OA7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah
Daerah Kabupaten/ Kota (L.embaran Negara Tahun 2OO7
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
47371;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ot4 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lrmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

11. Peraturan Presiden Nomor A7 Tahun 2Ol4 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2OI1 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-
Undangan {L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2O1l tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah) ;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2OO7

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2Ol4
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 32);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun
2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah l,aut
Nomor 13 tahun 2OO8) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah
laut Nomor 1O Tahun 2O13 tentang Perubahan Kedua atas
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Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun
2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Tanah Laut (Iembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut
Nomor l0 Tahun 2O13. Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 6);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun
2OO9 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (l.embaran
Daerah Kabupaten Tanah [.aut Tahun 2OO9 Nomor 2);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor I Tahun
2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
(l.rmbaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013
Nomor l);

UETUTUAKAIY:

Menetapkan : PERATIIRAI| Bt PATI TENTANG TARIF RETRIBUSI
PEUAI(AIAT AI"AT BERAT TAJ|I'EU ROT.LIR, RAUUTR DAJ|
PIATD C{)IPACTOR IILIK DII{TS PEXER.IAAI| I'[T'U
KAST'PATEI{ TAIYAH LIIUT.

BAE I
XTTEIITUAIf I'UUU

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah l,aut.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Ra-kyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
sUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Wakil Bupati adatah Wakil Bupati Tanah l"aut.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Tanah Laut.
7. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut PU

adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah l,aut.
8. Kepala Satuan Keda Perangkat Daerah yang selanjutnya

disebut Kepala SKPD adalah Kepala Dinas Satuan Keda
Perangkat Daerah di Kabupaten Tanah Laut.
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9. Camat adalah Camat di Wilayah Kabupaten Tanah Laut.
1O. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah

pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian
izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan
oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan peribadi atau
badan.

I 1. Retribusi Pemalaian alat berat milik Dinas Pekerjaan
Umum yang selanjutnya disebut retribusi adalah
pembayaran atas jasa pelayanan Alat Berat Tandem Roller,
Rammer dan Plate Compactor yang dimiliki atau di kelola
oleh Pemerintah Daerah.

l2.Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah
Daerah deagan menganut prinsip komersial karena pada
dasarnya dapat pula disesuaikan oleh sektor swasta.

l3.Jasa addah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha
dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau
kemanfaatan lainnya yang dinikmati oleh orang pribadi
atau Badan.

14. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi jasa yang disediakan
oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip - prinsip
komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan
oleh sektor swasta.

15. Kekayaan Daerah adalah segala aset yang dimiliki oleh
daerah baik yang berupa barang bergerak maupun tidak
bergerak.

16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang
menurut peratlrran per Undang-Undangan retribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi
termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang
merupakan batas waktu bag wajib retribusi untuk
memanfaatkan jasa dan periztnan tertentu dari Pemerintah
Daerah yang bersangkutan.

18. Pemungutan adalah suatu rangkaian mulai dari
penghimpun data objek dan subjek retribusi, penentuan
besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan
penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta
pengawasan penyetorannya.

19. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat
SSRD adalah bukti pembayaran atau p€nyetoran retribusi
yang teliah dilakukan dengan menggunakan formtrlir atau
telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui
tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

20. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan
tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
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2 1. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat
STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan
atau sanksi administratife bempa bunga dan atau denda.

22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mengumpulkan
dan mengelola data keterangan dan atau bukti yang
dilaksankan secara objektif dan atau bukti yang
dilaksankaan secara objektif dan profesional berdasarkan
suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
p€menuhan kewajiban retribusi dan atau untuk tqiuan lain
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan per
Undang-Undangan retribusi daerah.

23. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidikan
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan
bukti itu membuat terang tindakan pidana di bidang
retribusi yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

BAB TI

rA[A OE EK REfRIAUSI

Pasal 2

Adapun objek retribusi adalah Alat Berat Tandem Rotler,
Rammer dan Plate Conpactor yang disediakan, dimiliki dan /
atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB III
TAnItr REfRIBUSI PEUAIrAIAIf

ALIIT EERAT uILIK DINAA PEI{ER.'AAN T'UUU

Pasal 3

Besarnya tarif retribusi pemakaian
Peke{aan Umum sebagai berikut ;

Tandem Rolier 4,5 ton dengan tariff
Rammer dengan tarif
Plate Com4tactor dengan tarif

alat berat milik Dinas

Rp 35O.OOO,-/ perhari
Rp l5O.OOO,-l perhari
Rp 15o.Ooo,-/perhari

BI.B IV
XETEIITUAIT PEI{IrII'P

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanrnya

dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 29 lqtetnoar a)K

IAUT,

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal J\ Afa(W tolt
SEI(RSTARIS I'A.EREII

r.aln,

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2OI5 NOMOR 462


